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aPe.rs Indonesia mencatat sejumlah wartawan yang tewas berkaitan dengan kegiatan mereka
sebagai jurnalis' Mereka, antara rain, wartawan Harian tsernas, yogyakarta, Fuad M. Syafruddinyang tewas pada 16 Agustus 1996 dan warmwan Radar Baii, Anak Agung Gede BagusNarendra Prabangsa yang dibunuh pada 11. Februari 2009 dan nlryr,n-yriitemukan diperairan Telul< Bangsir, Karangasem pada 16 Februari 2009. Fakta dala6 beberapa kasus initnenutljukan betapa intimidasi dan ancaman terhadap saksi kunci kerap rnereka alarni,tuiuannya agar kasus pembunuhan terhadap para jurnalis yang memitiki informasi penting initidak terbonghar" sebut saia,dalam persidangan pembunuhan prabangsa dengan rerdakwa
Susrama, sebelumnya sempat terjadi saling bantah antara Komang Gde Wardhana alias Mang
De dengan lda Bagus Adnyana Narbawa alias Gus obolong. Cus 0blong merupal<an saksi kunci
dan satu-satunya tersangka dalam kasus ini yang mengakui perbuatannya.
Gus oblong menyatakan, pada 11 Februari susrama bersama enam anak buah'ya,
termasuk Mang De melakukan pemukuran terhadap prabangsa. setelah tewas, iasad prabangsadibuang ke laut dengan jukung. Oblong mengaku sempat berniat mencabut berkas acara
karena diancam akan ditusuk oleh sarah-satu anak buah Susrama" Namun, akhirnya dia
memilih menyatakan keterangan yang sebenarnya di muka persidangan. oblong menyatakan
telah mencabut kuasa hukum yang sebelumnya diberikan kepada tim y"ng ,"r1 dengan tim
susrama da, meminta majelis hakim *renunjuk pengacara negara untuk mendampingi dirinya.
Mas Agus Firrnansyah, S.Sos., M.Si : FISIp llniversitas eeng*utui{$
Regulasi media: Diarektika antara ruang pubrik dan kepentingan ekonomi poritik
Implikasi paling nyata yang dirasakan masyarakat dari sistem demokrasi pasca kejatuhanpemerintahan orde Baru adalah keterbukaan informasi. Mulai dari media massa elektronik,
media massa cetak hingga internet saat ini telah berubah meniadi sangat terbuka. Keterbukaaninformasi tersebut tidak bisa dilepaskan dari keberadaan berbagai procruk hukum yangdiiadikan landasan dalam memberikan jaminan perlindungan akan praktik aktivitas pencarian
hingga mempublikasikan informasi. uu pers No.40 Tahun L999, uu penyiaraan No.32 Tahun2002 hingga uu ITE No.11 Tahun 200g diantaranya merupakan sebagian produk hukum yang
secara khusus ditujukan agar tercipta keterbukaan informasi. Keberadaan berbagai uu itu
sekaligus memberikan ruang hadirnya rembaga baru seperti Dewan pers dan KomisiPenyiaran Indonesia (Kprl yang memiliki kewenangan teknis untuk mengatur sengketa persdan penyiaran. Dalam perspektif ideal, pentingnya regulasi nredia adalah untuk mewujuclkanketerbukaan informasi yang berorientasi pada konr"i k"b"rrgaman kepemilikan media dankeberagaman konten dimana publik diberik", po..r untuk mengatur dan memanfaatkan
media sebagai r*ang pubrik fpubric sphere). Namun demikian, pada kenyataannya nntuk
mewujudkan pandangan idear tersebut tentu saja akan berhadapan dengan permasalahanyang sangat kompleks. Pada tataran praktik, permasalahan yang muncul dari keterbukaaninformasi dan media saat ini dirasakan tierumrah ideal. Daftar permasalahan yang muncul
sangatlah panjang mulai dari kepemilikan media yang dimonopoli, keseragamaan konten
media, kesadaraan masyarakat, hingga tumpang tindih kewenangan antar lembaga negara
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qsebagai pengambil kebijakan regulasi. Untuk itu tujuan tulisan ini adalah mencoba mencari
model hutrungan yang ideal antara negara, media dan masyarakat. Dalam mencari rumusan
model tersebut, pertama-tama adalah dengan mengali berbagai pertnasalahan yang muncul
dalam praktik regulasi media dan keterbukaan informasi dalam kerangka negara hukum.
Berbagai identifikasi terhadap berbagai permasalahan tersebut selanjutnya diladikan basis
dalam usaha untuk mencoba membuat rumusan model yang mengatur bagaimana media,
masyarakat dan negara dalam praktik ideal penyelengaraau keterbukaan informasi.
Wijayanto, S.iP, M.Si : Universitas Diponegoro
Self censorship, media's freedom and the media's role
in defeating corruption in lndonesia
This paper aims to examine the role of mass media in defeating corruption in the case of
corruption by Kendal regent Hendy Boedoro, 20A5-2007. As a method, it cotnbines in-depth
interview and content analysis. The interview is done towards journalists, Civil Society
Organizations ICSO'sJ activists, judicial apparatus and government's officials. Meanwhile, the
content ana'lysis is done to two Indonesian newspapers (Kompas and Suara Merdekal.
The main findings ofthis research are as follows: first ofall, based on the content analysis,
it is found that most ofthe articles ofboth newspapers fail to meet the standard ofiournalism
i.e. not objective and not cover both sides. Second, based on the interview, the journalists
aware that their coverage failed to meet the standard of journalism. Third, realizing that
failure, the lournalist as well as the media company tend to avoid presenting a news about
corruptor in a too critical way. They're afraid that they will be sued by the corruptor in the
name of defamation, Fourth, this leads them to do self censorship i.e. framing the news in more
favorable way to the corruptor, Fifth, this self censorship is actually a clear sign that the mass
media is actually not really free. Fifth, this self censorship and the failure of the media to meet
the standard ofiournalism can not be separated from the economic constrain ofthe media as a
business company with its market and profit orientation. Finally, this also becomes the factor
that hampers the media's role in defeating corruption.
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